
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (I) 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber clari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerinrah Nomor 8 
Tahun 2016 t.entang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 I 4 tent.ang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Penclapatan dan Belanja 
Negara, Bupati rnenetapken rincian Dana Desa untuk 
setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tara Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupalen Pemalang 
Tahun Anggaran 202 I; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun I 950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5495), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 2020 tentang 
Cipra Kerja [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 6573); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinrahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali rerakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 65731; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tuhun 2014 ten tang 
Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Peruhahan 
Kedua Atas Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Uodang-Uodang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Ne~ Repuhlik Indonesia Nomor 63211; 

5. Pcraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tenrang 
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahuo 1950; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendaparan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Vang 
Bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomot 58641; 

7, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 226); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Norn.or 61.11; 
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tradisional yang drakui da.n dihormati dalam sistem 
pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

pemerintahan, 
berdasarkan 

dan / a tau hak 

mengatur dar, mengurus urusan 
kepentingan rnasyarakat setempat 
prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I. l'emerintab Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Dacrah otonom. 

2. Dcsa adalah adatah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

BABI 
KJ:;'f'EN'l'UAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TI,NTANO TATA CARA PEMBAOIAN 
DAN PE:NETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 
20 IS ten tang Penetapan Desa [Lembaran Dae rah 
Kabuparen Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor S); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 
Tahun 2015 temang Pedoman dan Mekanisme 
Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten PemalangTahun 2015 Nomor !2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 
Tahun 2020 renrang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15). 
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keuangan tahunan Pernerintahan Desa; 
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

RKUN adalah rekening tempai penyimpanan uang 
negara yang dttentukan oleh Menteri Keuangan selaku 
Bendahare Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan negara dan memoayar seluruh 
pengeluaran negara pada bank sentral. 

8. Rekening Kas Umum Daerah yang setanjutnya 
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung se)uruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank 
yang ditetapkan. 

9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 
adalah rekening tcmpat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Desa dalam l [satu] rekening 
pada Bank yang ditetapkan; 

I 0. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 
selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 
kuasa dari Bendabara Umum Negara untuk 
melaksanakan seoagisn fungsi kuasa Bendahara 
Umum Negara; 

l I . Alokasi Dasar adalah alckasi minimal Dana Desa yang 
akan diterima oleh setiap oesa, dihitung dengan cara 
mcmbagi besamn tertentu dari anggaran Dana Desa 
dengan jumlah Desa secara Nasional; 

12. Atokasi Aflrmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat 
tertinggal, yang mcmiliki jumlah penduduk miskin 
tinggi; 

dan Belanja Desa, yang 
APB Desa, adalah rencana 

Pendapatan dan Bclanja Daerah kabupaten/kota dan 
digunakan untuk membiayai pe.nyelenggaraan 
pemerirnahan, pclaksanaan pcmbangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dioantu 
perangkat Desa sebagai unsu r penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negen. 

6. Anggaran Pendapatan 
selanjutnya dismgkat 

. 4 . 



Pasal 3 

Alokasi Dasar setiap dcsa sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 65 % (enam puluh 
lima persen] dari anggaran Dana Desa dihagi secara merata 
kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah pcnduduk, 
dengan ketentuan: 
a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus detapsn putuh satu juta 

lima raws tltjuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa 
jumlab penduduk sarnpai dengan 100 (seratus) jiwa; 

Pasal 2 
(I) Jumlah Desa di Kabupaten Pemalang yang memperoleh 

Dana Desa sebanyak 21 I Desa. 
(2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang 

Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara proporsionat 
dan berkeadilan berdaearkan: 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi: 
c, Alokasi Kinerjn; dan 
d.Alokasi Formula. 

BABB 
PENEiAPAN RINCIAN DANA DE:SA 

13. Alokasi Formula adalab alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan 
desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis 
desa seuap Kabupaten; 

14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada 
desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik; 

J 5. lndeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya 
disingkat IKK adalah indcks yang mencermin kan 
tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan 
tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif 
antar daerah: 

16. lndeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya 
disebut !KG Desa adalah angka yang mencerminkan 
tingkat kesulitan geografis suat.u Desa berdasarkan 
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 
i.nfrastruktur, transportasi dan kornunikasi; 

17. Bantuan Langsung Tonai Desa yang selanjutnya 
disingkat 81,1' Dcsa adalah pemberian uang tunai 
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa 
yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi 
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Vims 
Disease 2019 (COVID-19). 
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Pasal 5 

ftJ Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 3°/o (tiga 

Keterangan: 
AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa 
DD • pagu Dana Desa nasional 
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin 1.inggi 
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi 

AA Desa = (0,0 l x DD) / {(2 x DST) + ( I x DT)) 

{IJ Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) buruf b dihitung sebesar lo/., 
(satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara 
proporaicnal kepada Desa tertinggal dan Desa 
sangat tertinggal yang mempunyai jumlah 
penduduk miskin tinggi. 

(2) Status Desa tert.inggal dan Desa sangat tertinggal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber 
dari data Jndeks Desa Membangun yang diterbitkan 
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
TertinggaJ dan Transmigrasi. 

(3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana 
dim.aksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian 
Sosial dan /atau Badan Pusat Statistik. 

(4) Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus: 

Pasal 4 

b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta 
lima ratus tujub puluh empat ribu rupiah) bagi Desa 
jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 
L.000 [scribu] jiwa; 

c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta 
lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa 
jumlah penduduk JOOJ(seribu salu) sampai dengan 
5.000 (lima ribui jiwa: 

d. Rp.721.575.000,00 (tujub ratus dua puluh satu juta lima 
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa jumlah 
penduduk 5.001 (limn ribu satu) sampai dengan I 0.000 
(sepuluh ribu) jiwa; 

e. Rp.801.576.000,00 [delapan ratus satu juta lima ratus 
tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa jumlah 
penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa. 
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(]) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 ayat (21 bu ruf d dibitung sebesar 31 o/o (tiga 
puluh satu persenl dari anggaran Dana Desa dibagi 
berdasarkan indikator: 
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh 

persen); 
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat 

puluh perseot: 
c. tuas wilayah Desa dengan bobot 20"/o (dua puluh 

persen) untu k I uas wilayah; dan 
d. tingkat kesutitan geografis dengan bobot 300/o (tiga 

puluh lima persen). 
(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan 

geografis Desa scbagaimana dhnaksud pada ayat (1) 
masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk 
miskin Desa dan IKK Desa. 

(3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana di 
maksud pada ayat (II dihitung dengan rumus: 

AF Desa = {(0, 10" Z 1) + (0,40 x 22) + (0,20 x Z3) + 
(0,30 x Z4)} + AF Kab/Kota 

Pasal 6 

O Alokasi Kinerja setiap Desa 
= pagu Dana Desa nasional 
ia ju rnlah Desa nasional 

Keterangan: 
AK Desa 
DD 
Jumlah Desa 

• (0.03 x DD) / (0, I x Jumlah Desa) AK Desa 

persen] dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa 
dengan kinerja terbaik. 

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (LI adalah Desa yang dipilih sebanyak 10%, 
(sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil 
penila.ian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan 
keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian 
keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan 
Desa, dengan bobot: 
a. 20o/o (dua puluh persen) untuk pengelolaan 

keuangan Desa; 
b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana 

Desa; 
c. 25% (dua puluh lima persen] untuk capa.ian 

keluaran Dana Desa; dan 
d. 35°/o (tiga puluh lima persen] untuk capaian hasil 

pembangunan Desa. 
(3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana ayat (2) 

dihitung dengan rumus: 
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Pasal 9 

(I} Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui 
RKUD. 

BAB 111 
PENYALURAN DANA DESA 

Lembar kerja perhuungan Dana Desa seuap Deaa Tahun 
202 l, Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupateo 
Pemalang Tahun Anggaran 2021 dan daftar rekening kas 
Desa se Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum 
dalam Lampi.ran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Pemalang ini, 

Pasal 8 

• Alokasi Formula setiap Desa 
• 1'1\Sio jumlah penduduk setiap Desa 

ierhadap total penduduk Desa 
Kabupaten Pemalang 

= rasio jumlah penduduk miskin setiap 
Desa terhadap total penduduk rniskin 
Desa Kabupaten Pemalang 

= rasio luae wilayah setiap Desa terhadap 
total luas wilayah Desa Kabupaten 
Pernalang 

= rasio IKG setiap Desa terhadap !KO 
Desa Kabupaten Pemalang 

= Alokasi Formula Kabupaten Pemalang AF' Kabupaten 

Z4 

Z3 

Z2 

Keterangan: 
AF Desa 
Zl 

Pasal 7 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan 
dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

AP Desa • ((0, JO x Z l) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x 
Z4)f x AF Kabupaten 

- 8 . 

Z3 

Z2 

Keterangan: 
AFDesa 
Zl 

= Alokasi Formula setiap Desa 
= rasio jumlah penduduk setiap Desa 

terhadap total penduduk Desa Daerah 
Kabupatcn 

= rasio jumlah penduduk miskin setiap 
Desa terhadap total penduduk miskin 
Desa Daerab Kabupaten 

= rasio luas wilayah seuap Desa terhadap 
total tuas wilayah Desa Daerah 
kabupaten 

= rasio JKG setiap Desa terhadap IKG Desa 
Daerah kabupaten 

AF' Kab/Kota= Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota 



pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati. 
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dirnaksud 

pad a ayat ( I) d ilaku kan dalam 3 [tiga) tahap dengan 
ketentuan: 
a. tahap I sebesar 40o/o (empat puluh perseni dari pagu 

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa butan kesatu sampai dengan 
bulan kelima paling cepat bu Ian Januari; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesaru sampai dengan bulan kelima paling 
cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan 
paling cepat masing-masing bulan berkenaan 
untuk bulan kedua sarnpai dengan bulan 
kelima. 

b. tahap a sebesar 400/o (empat puluh persen] dari 
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
I. 40'Vo (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Oesa 
unruk BLT Desa bulan keenam sampai dengan 
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling 
cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan 
paling ccpar masing-rnaslng bulan berkenaan 
untuk butan ketujuh sampai dengan bulan 
kesepuluh, 

c. tahap Ill sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu 
Dana Desa senap Desa, dengan rincian: 
1. 20°/o (dua puluh persen] dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
uruuk BLT Desa bulan kesebetas sampai dengan 
bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk Bl.. T Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas 

kuasa surat berdasarkan dilaksanakan 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagairnana dirnaksud 
pada ayat ( 1 ) dilakukan rnelalui pemotongan Dana 
Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana 
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten 
dan penyaluran dana basil pemotongan Dana Desa 
ke RKD sebngaimana dimaksud pada ayat (2) 
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Pasal 10 

(1.1 Penyaluran Dana Desa dilaksanakan set.elah KPA 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
rnenerima dokumcn persyaratan peoyaluran dari 
Bupati secara lengkap <Ian benar. dengan ketentuan: 

paling cepai bulaa November untuk bulan 
kesebelas dan paling cepat akhir bulan 
November untuk bulan kedua betas. 

(5) Penyaluran Dana LJesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Desa berstatus Oesa Mandiri dilakukan 
dalam 2 (dua) tahap. dengan ketentuan: 
a. tahap I sebesar 600/o (enam puluh persen) dari pagu 

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
l. 60% [enam puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Oesa 
untuk F.ll-T Desa bulan kesatu sampai dengan 
buJan ketujuh paJing cepat bulan Januari; dan 

2. kebutuhan Dana Desa unruk 81,T Oesa bulan 
kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling 
cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan 
paling cepat masing-rnasing bulan berkenaan 
untuk bulan kedua sampai dengan bulan 
ketujuh. 

b. tallap 11 sebesar 40°/o (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
1. 40o/o (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai 
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan 
Maret; dan 

2. Kebutuban Dana Desa untuk 81,T Desa bulan 
kedelapan sampai dengan bulan kedua betas 
paling cepa, butan Agustus untuk bulan 
kedelapan clan pa.ling cepat masing-masing 
bulan berkenaan untuk bulan kesembilan 
sampai dengan bulan kesebelas, serta paling 
cepat akhir bulan November untuk bulan kedua 
be las. 

(6) Desa Mandiri sebagairnana dimaksud pada ayat (5) 
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan 
setiap bu Jan dan d itetapkan oleh Kementerian Desa, 
Pembanguoan Daerah TertinggaJ dan Transmigrasi 
dalam lndek Desa. 
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a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (4) huru r a angka I Berupa: 
I. peraruran bupati mengenai Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa 
Setiap Desa: 

2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

b. tahap lI sebesar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 Ayat 14) huruf b angka l berupa: 
I. \aporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya: 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata· 
rata realisasl penyerapan paling sedikit sebesar 
500/o (Iima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 
35°/o (tiga puluh lima pcrsen) dari Dana Desa 
tahap l yang telah disalurkan; 

3. peraturan KepaJa desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
tidak terdapat keluarga penerima rnanfaat BLT 
Oesa; dan 

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara 
Bupati dan kepala KPPN yang berasal dari: 
a) sisa Dana Desa tabun Anggaran 20 l 5 sampai 

dcngan Tahun Anggaran 20 l 8 yang disetor 
oleh Kepala Desa ke RKUD; dan 

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 
2015 sarnpai dengan Tahun Anggaran 2019. 

c. tahap Ill sebesar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (4) huruf c angka l berupa: 
J. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa sarnpai dengan tahap II 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh 
persen) clan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit eebesar 75°/o (tajuh 
puluh lirna person) dari Dana Desa tahap lJ yang 
telab disalurkan; dan 

2. laporan kovergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya .. 
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sebelumnya; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

ketuaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata­ 
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
50o/o [lima putuh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa 
tahap l yang telab disalurkan; 

3. laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; 

4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa; dan 

5. berita acara kontirmasi dan rekonailiasi 
kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara 
Bupati dan kepala KPPN yang berasal dari: 
a) sisa Dana Desa tahun Anggara« 2015 sarnpai 

dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor 
oleh Kepala Desa ke RKUD; dan 

bl sisa Dana Oesa di RKUD 'J'ahun Anggaran 
2015 sampai dcngan Tahun Anggaran 2019. 

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, setain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tabap II 
Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen 

Dana Desa tahun anggaran keluaran 

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa 
Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana 
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima 
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara 
lengkap dan benar, dengan ketentuan: 
a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (5) huruf a angka I berupa: 
l. peraturan Bupati mengenai Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa: 

2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 Ayat (5) huruf b angka I berupa: 
l. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
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persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai 
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa 
yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup 
anggaran per bulannya. 

(4} Dalam ha! Bupati melakukan perubahan Peraturan 
Bupati rnengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa, selain persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat 
(2) huruf b juga dirarnbahkan dokumen persyaratan 
berupa Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata 
cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa. 

(51 Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat 
kuasa pemindabbukuan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayar ( 1 J huruf a angka 3 dan ayat (2) 
huruf a angka 3 untuk seluruh oesa. dan wajib 
disampaikan pada saat penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran tahap I pertama kali. 

(6) capatan keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) 
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian ketuaran dari seturuh kegiatan 
setiap Desa. 

(7) Penyusunan laporan reatisast penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) buruf b 
angka 2 dan huruf c angka I, serta ayat (2) huruf b 
angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data 
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, 
satuan keluaran, dan capaian keluaran. 

(81 Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) belum mcmenuhi keoutuhan input data, 
Bupati meoyampaikan permintaan perubahan tabel 
referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran. 

(9) Perubahan tabel refenrensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) mengscu pada peraturan yang ditetapkan 
oleh Kementerian Dalam Negeri. 

(JO) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) disampaikan 
dengan surat pengantar yang ditandatangani oleb 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(11) Dokumen persyaratan pcnyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) disampaikan 
dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen 
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Pasal 11 

{I) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan kelima sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan 
dengan ketentuan: 
a. memenuhi 'persvaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan 
perekaman jumlah keluarga penerima manfaat 
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) 
bu Jan untuk pcnyaJuran Dana Desa untuk BL 1' 
Desa bulan kesatu; dan 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sa.mpai 
dengan bulan kelirna untuk masing-masing bulan 
disalurkan set.elah Bupati melakukan perekarnan 
realisasi jumlah keluarga pencrima manfaat bulan 
sebelumnya. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II unruk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b 
angka 2 untuk bulan keenam sarnpai dengan bulan 
kesepuluh masmg-masing bulan disalurkan setelan 
Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya. 

(3) Penyaluran Dana Desa tahap Ill untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (41 huruf c 
angka 2 untuk bulan kesebetas sampai dengan bulan 
kedua betas masing-maaing bulan disalurkan setelah 
Bupati melakukan perekaman realisasi keluarga 
penerima manfaat bulan sebelumnya. 

(4) Perekaman sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) 
sampai dengan ayat (3) dilaJ<ukan metalut aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendahaaran dan 
Anggaran Negara (OM SPAN). 

(51 Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) unruk 
perekaman reallsass jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas 
dilakukan paling Jambat tanggal 31 Desernber. 

(6) Jurnlah keluarga penerima rnanfaat sebagaimana 
dimaJ<sud pada ayat (I) huruf a. merupakan jumlah 

fisik ( hard copy). 
(12) Dokumen digital (sojlcopy) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi 
Online Monitonng Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara [OM SPAN). 
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Pasal 12 

(I) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, 
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 
ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (SI 
huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan: 
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam PaSAI 10 ayat (2) nurur a dan melakukan 
perekaman jumlah keluarga penerima manfaat 
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) 

yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya 
atau hasil pendaraan jumlah keluarga penerirna 
maafaat BLT Desa tahun berkenaan. 

(7) Dalam hal tidal< terdapat keluarga penerima manfaat 
BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (4) tanpa 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. 

(8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa 
mengenai penerapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (!) 
huruf b angka 3, Bupati menyampaikan Perubahan 
Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aptikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggaJ 31 
Desernber. 

(91 Dalam bal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 
butan ke satu uda~ dilaksanakan mulai bulan Januari, 
penyaluran Da11a Desa untuk BLT Dcsa sebagaimana 
dimaksud pada aya1 (I) sampai dengan ayat (3) untuk 
bulan kesatu sampai dengan bulan yang bclum 
disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan sebelumnya. 

(10) Dalam hal jurnlah keluarga penerima manfaat yang 
telah direalisasikan lebih besar atau Jebih kecil dari 
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam 
pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua 
sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan 
sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan. 

{11) Bupati bertanggung jawab ates kebenaran perekaman 
data realisasi jurnlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan 
ayat (5). 
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bulan untuk pcnyaluran Dana Desa untuk 81,T 
Desa bulan kesaiu, dan 

b. Dana Oesa untuk Bl,T Desa butan kedua sampai 
dengan bulan ketujuh untuk rnasing-masing bulan 
disalu rkan setelah Bupati melakukan perekarnan 
realisasi jurnlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap ll untuk 81,T Desa 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b 
angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan 
kedua betas masing-masing butan disalurkan setelah 
Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima rnanfaat bulan sebelumnya. 

(3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
sampai dengan ayat (3) dilaku kan melalui apiikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendahaaran dan 
Anggaran Negar..t (OM SPAN). 

(4) Perekaman sebagain,ana dimaksud pada ayat (3) untuk 
perekaman realisast jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan kedua belns untuk Desa berstatus Desa Mandiri 
dilakukan paling larnbat tanggal 31 Desember. 

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) buruf a, merupakan jurnlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya 
atau hasil pendataan jumlah keluarga penerirna 
manfaat 81.,T Desa rahun berkenaan. 

(6) Dalam ha! udak terdapat keluarga penerima mantaat 
BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayar (5) tanpa 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. 

(7) Dalam ha! terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (2) 
huruf b angka 4, Bupati menyampaikan Perubahan 
Peraturan Kepala Pesa dimaksud rnelalui aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 
Desember. 

(8) Dalam ha! penyaluran Dana Desa untuk 81,T Desa 
bu Ian kc satu ticlak dilaksanakan mulat bu Ian Januari, 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayac (I) sampai dengan ayat (2) untuk 
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum 
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tahap I yang telah disalurkan: 
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 

keluarga penerima manfaat BLT Desa arau 
peraturan Kepala Desa mengenai penetapa.n 
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BL1' 
Desa: dan 

4. Belita acara konfirmasi dan rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 
sampai dcngan Tahun Anggaran 2018 di RKD 
antara Pemerintah Daerab Kabupaten dan 
Pemerintah Desa. 

keluaran Dana 
sebelumnya: 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata­ 
rata reahsasi penyerapan paling sedikit sebesar 
50% (lima puluh persen} dan rata-rata capaian 
ketuaran menunjukkan paling sedikit sebesar 
35% (tiga puluh lima persen] dari Dana Desa 

penyerapan dan capaian 
Desa tahun anggaran 

realisasi 1. Laporan 

(J) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebagairnana dirnaksud dalam Pasal IO ayat 
(I). Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 
penyaluran kepada Bupati, secara tengkap dan benar 
dengan ketentuan: 
a. Tahap I berupa peraturan Desa rnengenai APBDesa; 
b. Tahap II beru pa: 

PasaJ 13 

disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan 
perekaman rcalisasi jumlah keluarga penerirna rnanfaat 
bulan sebelumnya. 

(91 Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk 
Desa berstatus Desa Mandiri yang telab direalisasikan 
lebih besar atau Jebih kecil dari jumlah keluarga 
penerima rnanfaat yang celah direkam pada bulan 
kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua 
sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan 
sebesar kebutuhan BLT Desa seuap bulan 
sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 11 huruf a. 

( I 0) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman 
data realisast jumlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana avat (1). aya; (21 dan ayat (4). 
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sebetumnya; 
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa Tahap I rnenunjukkan rata­ 
rata reahsasi penyerapan paling sedikit sebesar 
50% [lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa 
tahap I yang telah disalurkan; 

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Desa iahun anggaran sebelumnya: 

4. Peraturan xepata Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
peraturan Kepala Oesa mengenai penetapan 
tidak terdapat keluarga penerima manfaar BLT 
Desa; dan 

5. Serita acara konfirmasi dan rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 20 IS 
sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD 
antara Pemcrintah Daetah Kabupaten dan 
Pemerintah Desa. 

(3) Dalam hal Desa tJdak rnelaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11 huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap 
II Tahun Anggaran 202 l ditambahkan dokumen 

penyerapan dan capaian 
Desa tahun anggaran 

c. Tahap m berupa: 
l. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap n 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 90o/o (sernbilan puluh 
persen] dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 7 5% (tuju h 
pulub lima persen] dari Dana Desa tahap II yang 
relah disalurkan; dan 

2. Laporan konve.rgensi pencegahan stunting 
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, 

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen pcrsyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 
penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, 
dengan ketentuan: 
a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; 
b. Tahap 11 berupa: 

1. Laporan realisasi 
keluarao Dana 

· 18 · 



Pasal 14 

(!) Dalam rangka penyaturan Dana Desa tahap I untuk 
kebutuhan BLT Desa bulan kesaru sampal deogan 
bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I 
ayat ( ti, Kepala Desa memenuhl ketentuan: 
a. Persyaratan sebagairnan dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (1) huruf a dan menyampalkan data jurnlah 
keluarga penenma manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 
penyaluran Dana desa untuk Bl,T Desa bulan 
kesatu kepada Bupati; dan 

b. Dana Desa untuk BJ,T Desa bulan kedua sampai 
dengan bu Jan ke1ima masing .. masing bulan 
disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan 
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaar 
bulao sebelumnya kepada Bupati. 

12) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan 
disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya kepada llupati. 

persyaratan oerupa peraturan Kepala Desa mengenai 
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT 
Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedta 
cukup anggaran per bulannya. 

(4) Capaiao keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka I serta ayat (2) 
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan 
setiap Desa, 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran penverapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 huruf b angka 2 
dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, sifat kcglatan. uraian keluaran, volume 
keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran. 

(6) Dalam hal tabel referensi sebagairnana dimaksud pada 
ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala 
Desa menyampaikan permintaan pcrubahan tabel 
referensi kepada Bupati untuk dilakukan 
pernuktahiran. 

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) mengacu pada ketentuan yaog diterapkan oleh 
Kementerian Datarn Negeri. 
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Pasal 15 

(}) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk 
Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa 
bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh 
sebagaimana dimaksud dalam pasal J 2 ayal (I I Kepala 
Desa memenuhi ketentuan: 
a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (2) buruf a dan menyampaikan data jumlah 
keluarga penenma manfaat setiap bu)an yang 
berlaku selarna I 2 (dua belas) bulan untuk 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu; 

b. Dana Desa untuk BLT Desa ])utan kedua sampai 
dengan bu1an ketujuh masing-masing bulan 
disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan 
data reansasi jumlah keluarga penerima manJaat 
bulan sebelumnya kepada Bupati. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
kedelapan sampai dengan butan kedua betas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk 
masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Oesa 
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima 

(3) Penyaluran Dana Oesa tahap JJJ untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sarnpai dengan bulan kedua belas 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 J ayat (3) masing­ 
masing bulan drsalurkan setelah Kepala Desa 
menyampail<an data reahsasi jumlab l<eluarga penerima 
manfaat bulan sebelurnnya kepada Bupati. 

{4} Kepala Desa menvampaikan data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada 
Bupati paling Jam bat minggu ketiga bulan Desember. 

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (\) huruf a merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau 
basil pendataan jumlab keluarga penerima manfaat BLT 
Desa tahun berkenaan. 

(61 Dalam ha! terdapat perubaban peraturan Kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) 
huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan 
perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada 
Bupati paling Jambat minggu ketiga bulan Oesember. 

(71 Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data 
realisasi jumlab keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dunaksud pada ayat (II sampai dengan 
ayat (4). 
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Pasal 17 

(l) Pemerintah Kabupaten menganggarkan Dana Desa 
dalam APBD berdasarkan Peraturan 'Presiden mengenai 
rincian APBN. 

(2) Dalam rangka penarausahaen, pertanggungjawaban, 
dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten 
melakukan pencamcan pendapata.n dan belanja atas 
Dana Desa scbagaimana dimaksud ayat (II, 

BAB JV 
PE:NATAUSAHAAN, PE:RTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN 

Pasal 16 

(I) Datam hat Bupati tidak menyampaikan dokumcn 
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak 
melakukan perekaman realisasi jurnlah keluarga 
penerima rnanfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal I t dan Pasal 12 sampai dengan 
berakhimya tahun anggaran, Dana Desa tidak 
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. 

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) tidal< dapat clisaturkan kembali pada tahun 
anggaran berikutnya, 

manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati. 
(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jurnlah 

keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua 
betas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada 
Bupati paling lambai minggu ketiga bulan Desernber, 

(4) Jumlah keluarga penerirna manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat {l) huruf a, merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah ketuarga penerima 
manfaat BLT Desa butan kesatu tahun sebelumnya atau 
hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa ta.bun berkenaan. 

(S) Datam hat terdapac perubahan peraturan Kepala Desa 
mengenai penetapan ketuarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 
huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan Perubahn 
Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling 
lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data 
realiaasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I) dan ayat (2). 
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BABV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 18 

(!) Dana Desa diprioritaskan pcngguoaannya untuk 
pemulihan ekonorm dan pengembangan sektor prioritas 
di Desa. 

(21 Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(!), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tonai, 
pemberdeyaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor 
usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa 
melalui Badan Usaha Milik Desa. 

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (lJ berupa pengembangan Desa Digital, Desa 
wtsata, usaha budi daya pertanian, peternakan, 
perikanan ketahanan pangan dan hewani dan 
perba.ikan fasilitas kesehatan. 

(4) Jaring pengaman sosial sebagatmana dimaksud pada 
ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama 
dalam penggunaan Dana Desa. 

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!) termasuk kegiatan datam 
rangka menanggu langi dampak pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19). 

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, 

(3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), berdasarkan SP2D penyaluran 
Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayar (7). 

(4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkaa daftar rincian 
SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online 
Monitoring Sistem Pe.rbendharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 8 ayat 
(7). 

(5) Kepala Desa mcayampaikan laporan realisasi 
penyaluran BLT Desa setiap bulan kepada Bupati 
dengan tembusan Camat. 

(6) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 
penyerapan dan penyaluran Dana Desa setiap tahap 
kepada Bupati dengan tembusan Camat, 

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat 
(7) dibuat dalam bentuk hardkopi dan softkopi, 
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Pasal 19 

11 l Pernerintah Desa wajib menganggarkan dan 
melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 18 ayat (4). 

(21 BLT Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat ( II 
diberikan kepada keluarga penerima rnanfaat yang 
paling sedikit memcnuhi kriteria sebagai berikut: 

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili 
di Desa bersangkutan: dan 

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga 
Harapan (KPH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, 
Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan soetal 
Pemerintah lainnya. 

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana climaksud pada ayat (2) merupakan 
petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan 
pembelian pupuk. 

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada a,yat (2) berdasarkan kelompok 
pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa. 

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat Bi,T Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) dari Kementerian Sosial. 

(6) Besa.ran Bl,T Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu 
rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan buJan 
kedua belas per keluarga penerima manfaat. 

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dilaksanakan selama l 2 (dua belas) 
bulan mulai bulan Januari. 

(8) Dalam bal pembaysran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan 
BLT Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran 
atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya 
menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT 
Desa set.iap bulan. 

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih kecil dari 
kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. 
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Pasal 21 

(1) Kepala Desa benanggungiawab atas penggunaan Dana 
Desa tennasuk pelaksanaan BLT Desa. 

(2) Bupati bertanggungjawab terhadap kerercapaian 
ketengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan 
kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap 
penyaluran. 

Pasal 20 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan 
yang tidak termasu k dalam prioritas penggunaan Dana 
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (I) 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana 
Oesa uncuk kegiatan yang menjadi prioritas 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (I) telah 
terpenuhi. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan 
Desa rnengenai APBDesa. 

Pasal 14 ayat (ii huruf' a dan Pasal 15 ayat (I) huruf 
a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan 
penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi 
lainnya di. Desa. 

(JO) Dalam hal tidak rerdapat ketuarga penerima manfaat 
BLT Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Desa menetapkan Peraturan Kepa1a Desa mengenai 
ticlak terdapat keiuarga penenma manfaat BLT Desa. 

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, 
penetapan data keluarga pcnerima manfaat BLT Desa 
dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayai ( l) dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Tra.nsmigrasi mengenai prioritas 
penggunaan Dana Desa. 

(12) Pelaksanaan kegtatan yang didanai dari Dana Desa 
diutarnakan secara swakelola dengan menggunakan 
sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan 
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari 
masyarakat Dcsa serempai, 
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BAB VII 

SANKS! 

Pasal 23 

(II Mentcri Keuangan c.q Dircktur Jendcral Perimbangan 
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran 
Dana Desa tahu.o anggaran berjalan dan/ atau tanun 
anggaran berikutnya. dalarn hal terdapat 
permasalahan Desa, berupa: 
a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana 

Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau 
b. Desa mengalami permasalahan administrasi 

dan/atau ketidalrjelasan status hukum. 

(21 Bupati melakukan pemantauan at.as proses perkara 
hukurn penyatahgunaan Dana Desa yang melibatkan 
Kepala Desa sebagaimana climaksud pada ayat (!) 
huruf a. 

(3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai 
tereangka, Bupau menyampaikan surat permohonan 
penghentian penyaluran Dana Dcsa kepada 
Kementerian Keuangan c.q, Direktorat JenderaJ 
Perimbangan Keuangan. 

( 11 Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas : 

a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau 
b. Capaian keluaran Dana Desa. 

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa 
Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayai 
(1) huruf a dengan mcminta penjelasan kepada 
Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD. 

(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas 
capaian keluaran Dana Desa sebagaicoana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan 
atas kewajaran data dalam Japoran capaian keluaran 
yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OMSPAN). 

(4) Dalam hal terdapat inclikasi penyalahgunaan Dana 
Desa, Bupar! da.p.at meminta Aparat Pengawas 
Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan 
pemeri ksaan. 

BAB V1 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 22 
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Pa,;al 24 

( I) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), tidak 
dapat disalurkan kembali ke RKD. 

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf 
a, berhak menclapatkan penyaluran Dana Desa pada 
tahun anggaran berikutnya serelah periode 
penghentian penyaluran Dana Desa. 

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuanga.n c.q. 
Direktur .. JenderaJ Perimbangan keuangan menerirna 
surat permohonan pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 
tanggal 30 Juni t.ahun anggaran berjalan. 

(4) Surat permohonan pencabutan penghennan 
penyaluran Dana Desa sebagairnana dimaksud pada 
ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan 

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan dapat melakukan 
penghentian pe.nyaluran Dana Desa, berdasarkan: 

a. Surat perrnohonan dari Bupati sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (3); at:au 

b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga 
terkait atas permasalahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurufb. 

(SJ Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan 
surat permohonan dari Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat 
rekomendasi dari kementerian/Iembaga terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
dilakukan mu la, penyaluran Dana Desa t:ahap 
berikutnya setelah surat dirnaksud diterima. 

(6) Dalam ha! syarat permohonan dari Bupati 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) huruf a diterima 
setelah Dana Desa tahap lll atau Dana Desa tabap II 
untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran 
berjalan disalurkan, penyaluran Dru1a Desa untuk 
tahun anggaran berikutnya dihentikan. 

(71 Penghenuan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan 
melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan 
dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga 
terkait 
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Pasal 25 

(I) Dalam hal Pemermtah Desa tidak melaksanakan BLT 
Desa selama 9 tsembilan) bulan pada Tahun 2020, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sekitar 
500/o (lima puluh persen] dari Dana Desa yang a.kan 
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan 
Dana Desa untuk BLT Desa seuap tahapan. 

(31 Pengenaan sanksi kepada Pemerintah desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dikecualikan 
dalam ha! berdasarkan hasil musyawarah Desa 
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon 
keluarga penerimn manfaat BLT Desa yang memenuhi 
kriteria dan/atau lidak tersedia cukup anggaran 
setiap bulannya. 

(4) Hasil musyawa r ah Desa khusus/musyawarah 
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan clalam peraturan Kepala Desa yang 

status hukum tersangka, pemulihan status hukum 
tereangka, dan/ a tau putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tet.ap. 

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf 
b, dilaksanakan setelah menteri Keuangan c.q. 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
menerima su rat rekomendasi pencabutan 
penghentian penyaluran Dana Desa dari 
kemente.rian/lembaga terkait paling lambat tanggal 
30 Juni tahun anggaran berjalan. 

(6) Dalam hal surat permohonan sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3) a tau su ral rekomendasi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (5) diterirna setelah tanggal 30 
Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan 
unruk tanun anggaran berikutnya sepanjang Dana 
Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan. 

(7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
berdasarkan surat permohonan dari Bupati 
sebagatmana dimaksud pada ayat (3) atau surat 
rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat 
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa clan 
disampaikan kepada Direktur Jenderal 
Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau 
kementerian/lembaga terkait. 
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BAB VU! 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 27 
(l l Bupati melakukan pengecekan data ju mlah Desa di 

wilayahnya dengan membandingkan data jumlah 
Desa dalarn alokasi Dana Desa dengan data jumlab 
Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah 
Kabupaten. 

(2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah 
Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling 
lambat bulan Maret. 

Pasal 26 

(I) Dal am Hal Pemenntah Desa tidak melaksanakan BLT 
Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 
2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa 
sebesar S(l'>/o (lima puluh persen] dari Dana. desa yang 
akan disalurkan pada tahap II Tabun Anggaran 2022. 

(2) Pengenaan sankst kepada Pemerintah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan 
dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa 
khusus/mus:,,awarah insidentil tidak terdapat calon 
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi 
kriteria. 

(3) Hasil rnusyawarah Desa khusus/musyawarah 
insidentil sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang 
diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau 
pejabat yang dittmjuk. 

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disarnpaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran Dana AJokasi Khusus F'isik 
dan Dana Desa melalui aplikasi online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa 
tahap II pads Tahun Anggaran 2022. 

diketahut oteh Pemerintah Daerah Kabupaten atau 
pejabat yang ditunjuk. 

(SJ Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi 
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 
pada penya.luran Dana Desa dalam aplikasi online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OMS PAN]. 
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Tercantum dalam Larnpiran II yang merupakan 
bagian tidak rerprsahkan dari Peraturan Bupati ini. 

d. Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi 
eebagaimana dimaksud datam Pasal 10 ayat (1) dan 
ayat (2), dan Pasal 13 ayat (I) dan ayat (2) 

Ketentuan mengenai : 
a. Format laporan realisasi penyerapan clan capatan 

keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayac (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) 
dan ayat \2); 

b. Format laporan kcnvergensi pencegahan stunting 
tahun anggaran sebelurnnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 
ayat ( l) dan ayat (2); 

c. Format lembar koniu-rnasi penerimaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6); dan 

Pasat 29 

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati 
dan KPA Penyalu ran Dana Alokasi Khusus Fisik dan 
Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 
2021 dan dituangkan dalam Serita Acara 
Rekonsiliasi. 

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa 
dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021. 

Pasal 28 

(I) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati 
dan Kepala Dcsa dilakukan paling lambat tanggal 16 
April 2021 dan dituangkan dalam Serita Acara 
Rekonsiliasi. 

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagalmana 
dimaksud pada ayat (I), Kepala Desa menyetorkan 
eisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 
2021. 
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~r suer. K'fO. a11, MS.i 
---Peiulii. Tingkat I 

NIP. 19650218 199203 1 006 

Saltnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA 13AGIAN HUKUM 

SETDA KABll A EN PEMALANG 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR~ 

MOHAMAD ARIFIN 

Cap 
ttd 

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 30 Desember 2020 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG, 

JUNAEDI 

Cap 
ttd 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 30 Desember 2020 

BUPAT! PEMALANG, 

BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Pemalang 
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ABEL. 3 KELENGKAP!IN KONVERGENSI PAKET 1.,YANAN PF.NCF,GAHAN STUNTING BAOl l.000 HPK 

SASARl\11 INDIKAfOr< JUMLAH % 
I PeRlKSA 4 KALI SELAMA J(£HAJ>ULAN 
2 MENOAPAT DAN MEMINUM PIL PB SElA.\lA 80 HARi 
3 IBU BERSALIN MENDAf'AT lAY ANAN PEMERIKSAAN NIF.'8 3 KALI 

!BU HAMii, 4 MBNOIKUfl KONSEWNG OIZI/KELAS !BU MINIMAL 4 KIIW 
s IBU HAMl1 (KEK/RESI1) M£ND/\PAT KUNJUNGAN RUMAH BULAN,<\N 
6 RUMAH TANOOA mu HAM11. M2MTUKI ,ll(SES AIR MINUM MMN 
7 RUM.SH TANOOAIJlU HAJ>UL ME~OLJKI JAMJJAN LA¥AK 
8 MEMILIKI JAMl!fAN KES&HAT AN 
I ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT lMUNJSASI DASAR LENOKAP 
2 0111M13ANO 13ER.~T 13ADAN RUTIN SETIAI' 8ULAN 
3 DIUKUR PA,,JANG/TINGGI B,ID,IN 2 K.ll.J D,ILMI SETAHUN 

• ORANG TUA/PENGASUH M£NGIKU'rl KONS£WNG GIZI BULANAN lAKl·LAKI TOTAL 
ANAK USIA 
0·23 BULAN 5 KUNJUNGAN RUMAH BAO! ANAK 0121 BURUK/k-URANG/STUNTING 
i0··2TAHUN) 6 RU~~l}J TANOOA ANAK 0-211-1 MEMIL!KI AKSES AIR ~£NUM MIAN 

7 RUMAH TANGOAANAK 0·2TH MEMTUXI JAMRAN I.AYAK 
8 ANAi( 0·2 TH JAMJN.'IN 1(£SEHATAN 
9 ANAK 0-2 TH BU1.AN AKTA l..AHrR 
JO OR,\NG TUA/P£NO,\SUH M£NGIKIJ'rl PAR~h'TJN(l UUJ..'INAN (PAUD) 

ANAK ANAK >2·6 TAHUN Af\'Tlfl DAL.AM K~;OJATAN PAUO t.UNlMAL &O % 
>2·6Ti\HUN 

I 

TA8El4. TINGKAT KONVERGENSI OESA 

NO SASARAN 
JUMI.A)l lNOIKATOR 

TINGKAT KONVERGEN9 
YANG OITERJMA 51,HARUSNVA OOERJMA 

1 18UHAMIL 
2 ANA)( 0·23 SUI.AA 

TOTAL TINGKAT KONVl'RGENSI OESA 

!Alli• 5. P!lNGGUN!\AN DANA OF.SA DAUM PENCEGAHAN STL'VflNG 

NO BlDA.'lG/ KEGLITAN T(JfALA!.Of;.~Si 0/tNA 
KtGLlfAN KHUSUS PENCEOAHAN S1'iNTING 
AWKASI DANI. % fl'ERS!iN) 

l lllDANG ff.MllANGUN.\N DESA 
2 RIOM'G PEMRERDAYMN MASYARAK.A.T 

JUMLAH TOTAi, HIJAU KU1'11NG ME RAH 
SAS!IRAN A1'1AK USIA 0-23 

BULAN (NOR!,IAI,) (RESIKO STUNTING) (TERJNDIKASI STUNTINOI 

JUMLAH 

TABE:L 2. HASIL PENGUKURAN TJK/\R PERTUMBUHM {DETEKSI DINI STUNTING) 

J. J MLAH A N I. HPK IBU HAMIL DA_N ANAK 0-23 BULAN 
JUMLAH TOTA!. LBL1 HAMIL ANAK 0·23 6ULAN 

SIISARAN RUMAH TANGOA 
TOTAL K&K/RESTJ TOTAL OIZJ KURANO/ 

1.000 HPK GIZI BURUK/SfUNTING 
JUMLAH 

S SIIRA 000 TI\BEL U 

KECIIMATAN 
TI\HUN 

KASUPATE:N 
DESI\ 

LAPORAN KONVEROENSI PENCEOAHAN STUNTINO 1'JNOKA1' DESA 
1'ERHADAP $ASIIRAN 1.000 111\RI Pl;RTAM/1 KEHIDUP/\N (HPJ<) 

B. FORMAT LIIPORAN KONVERGENSI PENCEOAJ IAN STUNTING TINOKI\T DESI\ 

4 



(KOPSURAT) 

Tela.h tertma dart : KepaJa Kantor Petayanan Perbcndaharaan Negara, Dirt:ktorat -Jenderal 
Perbendaharaan selaku Penertma Kuasa 8upaJi 

Untuk l<eperluan : PenyaJuran Dana Ha.sil Pemctcngan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Pemalang 

Dengan rinctan : 

TA HAP TANGOAL JUML/\H TERBILANG 
OITERIMA 'den-~~ huJ"Un 

Dana tersebut telah ditt:rima pa.da : 

Nomor Rckcrung . . 
Nema Rc::kcning : 

NamaBank : 

. .......................... , t.a.nggal ............................ 

Ktpala Oesa 

Mateui 
Stempel 

Rp.10.000,· 

................................ ' . '. 
(Nama .............•..••• ) 

C. FORMAT LEM6AR KONFIRMASI PENERIMAAN PF.NYAWRAN DANA DESA 01 REJ<ENING KAS 
DESA 

s 



JUNAEDI 

ffi'?l-.....__ MS.i 
Pemn>.·;.,..d Tingkat l 

NIP. 196502)8 199203 1 006 

Cap 
ud 

BUPATI PEMALANG, Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HU KUM 

S81'0A KABUP TEN PEMALANG 
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Nama Nama 

Petugas Rekou darl BPIW) Perugas Rekon darl DPMD 

Nama . 
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Demiktan berita acara Inl dibuat unruk dlpergunekan seperlunya. 

Date kumulalif slsa Dana Desa terscbut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan 
rekonsitiaS;i kumulatif slsa Dana Desa antara BP1':\D dengan Kementeria.n Kcuangan Rcpublik 
Indonesia. 

Pihak Oesa bertanggungjawab pcnub tcrbadap kebenaran data kumulatlf slsa Dana Desa 
yang diserahkan ke OPKAO sebagalmana tercantum dalarn Oerita Konfirma~i tlan Rekonsiliasi Sisa 
Dana nesa lnJ. Buktl·bukll pendukung reaUsahl peuibayaran kepada Plhak Kctiga distrnpan sesuai 
ketemuan yang berlaku untuk ketengkapan artmlntstrasi dan keperluan pemenksaan aparat 
pcnguwas fungslenal. 
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Pada Hari ini Tanggal Bulan Tabun tetah dtselenggarakan 
l<onfirmasl dan Rekonslllasl O:na Kumulatif Sisa Dana uesa Tahun 2015 - 2018 antara Radao 
Pengetola Keuangan Daerah (arau yang dtpersamakan] dengan DeSR/ Kecarnatan . 

Badan Pengelola Kcuangan dan Asct Deeran {BPKAD) Ka.bup._'lten/ Kcta . 
menerimA selinan harrlcopy pengemhalian kumulMif srsa Dana Dcsa sejumlah Rp . 
oesena rinciannya dcngan t.anda.tangan Kcpabl Dr-sa dan stcrnpcl basah dengan rlndan sebagai 
berikut: 

fleRITA nCARA KONJ!IRMIISI DAN REKONSlhlASI 
KUMULATII' SIS/I DANA DESA TMiUN /\NGGA~.AN 2015 • 2018 

Di REKENING KAS DES/I 
Nomor: BAR •.•.•..••. /20 •• 
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